Jurnal Konstruksia | Volume 15 Nomer 2 | [Hendrik-Achmad-Marina_juli] 2024 ;Ilgiﬁ %

Diterima: 22 Aprll 2024 | Selesai Dlrevnsl 04 Mei 2024 | Disetujui : 10 Mei 2024 | Dipublikasikan : Juli 2024

Copyrlght © 2024 ]urnal Konstruk51a
This is an open access article under the CC BY-NC licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pembangunan Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya Berbasis Good
Watersheds Management

Hendrik Pristianto!, Achmad Rusdi!, Marina Abriani Butudoka! dan Agung
Pamudjiantol

1Prodi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Sorong, Jl. Pendidikan 27, Kota Sorong, 98416
Email korespondensi: hendrikpristianto@um-sorong.ac.id

ABSTRAK

Sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong menghadapi permasalahan
manajemen 11 sungai yang ada di sepanjang wilayahnya, dan yang berdampak pada
bencana banjir pada setiap tahunnya. Tentu kita perlu mencari solusi terbaik agar kondisi
ini tidak menghambat pembangunan untuk provinsi baru yang pengesahannya melalui
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2022 ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa
pola pembangunan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya berbasis manajemen daerah aliran
sungai yang baik (Good Watersheds Management). Lokasi penelitian adalah di Kota Sorong
dengan mengevaluasi tata kelola daerah aliran sungai saat ini dan membandingkan dengan
tata kelola yang ideal untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian ini
adalah Daerah Aliran Sungai Klagison masuk dalam skala prioritas penanganan karena
mempunyai potensi kerawanan bencana paling besar, dan dengan mempertimbangkan
karakteristik 11 DAS (Daerah Aliran Sungai) yang ada di wilayah penelitian maka pola
pembangunan ibu kota Provinsi Papua Barat yang berbasis manajemen DAS yang baik
adalah dengan (1) penerapan konsep SUDS (Sustainable Urban Drainage System) dan
konsep SUSM (Sustainable Urban Stormwater Management), (2) manajemen kebencanaan
dan kebijakan anggaran yang jelas, (3) kerjasama antar wilayah hulu dan hilir DAS, serta (4)
mempertahankan kearifan lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat adat melalui
mendorong fungsi katalisator perubahan kepada pimpinan lembaga adat.

Kata kunci: DAS, pembangunan kota, manajemen kebencanaan, kearifan lokal

ABSTRACT

As the capital city of Southwest Papua Province, Sorong City faces management problems of
eleven rivers throughout its territory, which impact flood disasters every year. Of course, we
need to find the best solution so that this condition does not impede the development of a new
province whose ratification is through Law Number 29 of 2022. The purpose of this research
is to analyze the development pattern of the capital city of Southwest Papua Province based
on good watershed management. The research location is in Sorong City, exposing the current
river basin management and comparing it with ideal governance to answer the problems
faced. The results of this study are that the Klagison Watershed is included in the priority scale
for handling because it has the most significant potential for disaster vulnerability. Taking into
account the characteristics of the eleven watersheds in the study area, the development pattern
for the capital city of West Papua Province based on good watershed management is by (1)
application of the concept of the SUDS (Sustainable Urban Drainage System) and the concept
of SUSM (Sustainable Urban Stormwater Management), (2) disaster management and clear
budget policies, (3) cooperation between upstream and downstream watershed areas, and (4)
maintaining local wisdom and increasing the participation of indigenous peoples through
encouraging the function catalyst for change to the leadership of traditional institutions.

Keywords: Watersheds, urban development, disaster management, local wisdom

urnal Konstruksia 130 Konstruksia
Jurnal Konstruksia Terakreditasi Sinta 4 https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/google/378 |



https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1271121814
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1430364081
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://jurnal.umj.ac.id/index.php/konstruksia/index
https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/google/378
mailto:hendrikpristianto@um-sorong.ac.id

Jurnal Konstruksia | Volume 15 Nomer 2 | [Hendrik-Achmad-Marina_juli] 2024

1. PENDAHULUAN

Provinsi Papua Barat Daya merupakan
provinsi yang baru terbentuk pada tahun
2022, dari pemekaran Provinsi Papua
Barat dan terdiri dari 5 kabupaten dan 1
kota dengan ibu kota berada pada Kota
Sorong sesuai dengan UU No. 29 Tahun
2022 [39] . Luas wilayah provinsi baru ini
adalah 39.122,95 km? dengan jumlah
penduduk pada tahun 2022 sebanyak
621.904 jiwa, dimana Kota Sorong sebagai
ibu kota hanya memiliki luas 0,525%
wilayah provinsi dan dihuni 47,59%
penduduk Provinsi Papua Barat Daya [9].
Umumnya sebuah ibukota baru akan
mengalami permasalahan deforestasi dan
migrasi penduduk [6], dan untuk wilayah
Kota Sorong sendiri sebelum menjadi ibu
kota  provinsi sudah  mengalami
permasalahan banjir pada beberarapa
wilayah sungai di pusat kotanya sebagai
dampak dari deforestasi [27], [26].
Pertumbuhan dan perkembangan industri
Kota Sorong yang semakin maju
menimbulkan dampak yang cukup besar
pada siklus hidrologi yang berpengaruh
terhadap sungai terkhusus Sungai
Klagison yang merupakan sungai yang
rentan terjadi banjir [7].

Dengan peningkatan status sebagai ibu
kota provinsi, maka secara radikal akan
mengubah sistem sosial, budaya dan pola
perilaku  masyarakat [44]. Atas
permasalahan banjir di pusat Kota Sorong
selama ini sebelum menjadi ibu kota
provinsi, juga mengarah pada budaya dan
perilaku masyarakat yang
memperlakukan daerah aliran sungai
sebagai saluran tempat membuang
kotoran dan sampah [27], [26], disaat yang
lain disadari atau tidak bahwa wilayah
darat Kota Sorong berada pada 11 daerah
aliran sungai yang membagi rata wilayah
hulu sampai pesisir. Perilaku lama dan
perilaku baru yang akan terbentuk akibat
perubahan status menjadi ibu kota
provinsi, jika cara pandang masyarakat
dan pemerintah daerahnya terhadap
daerah aliran sungai tidak dirubah maka
dipastikan permasalahan banjir ini akan
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menjadi  penghambat  pembangunan
kawasan ibu kota provinsi. Asumsi ini
mengacu pada sempitnya ruang wilayah
yang aman terhadap ancaman banjir untuk
bisa menjadi sentra kawasan utama
sebagaimana terhambatnya
pembangunan CBD (Central Bussiness
District) di Simpang Lima Gumul oleh
Pemerintah Daerah Kediri karena belum
bisa terbangunnya kawasan perdagangan
dan industri [24]. Paradigma kita yang
menjadikan sungai sebagai wilayah
belakang, tempat membuang limbah dan
sampah serta bukan wilayah yang
strategis untuk dijadikan fokus
pembangunan sebuah kota, harus dirubah
oleh pemerintah daerah sebagai sebuah
kebijakan  prioritas dengan istilah
kebijakan pembangunan kota berbasis
DAS (Daerah Aliran Sungai) agar arah
pembangunan tidak selalu menabrak
permasalahan Kkronis tata ruang yaitu
banjir akibat salah kelola wilayah sungai
[40]. Ada permasalahan 3T pada sungai
yaitu too much (melimpah pada musim
hujan sampai banjir), too little (terlalu
sedikit ketika musim kemarau) dan too
dirty (sungai dijadikan tempat
pembuangan sampah dan limbah,
sehingga sungai menjadi sangat kotor), hal
ini  cukup menjelaskan  rumitnya
manajemen wilayah sungai [40]. Atas latar
belakang masalah tersebut di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisa pola pembangunan ibu kota
Provinsi Papua Barat yang berbasis
manajemen DAS yang baik, sehingga
keberadaan beberapa DAS di lokasi studi
dengan berbagai permasalahannya tidak
menjadi penghambat perkembangan
wilayah ibu kota provinsi baru.

2. LANDASAN TEORI

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
sebagai salah satu upaya dalam menata
daerah  merupakan  solusi  untuk
mengoptimalkan pelayanan publik karena
dapat memperpendek rentang kendali
pemerintahan, sehingga lebih efisien dan
efektif sejalan dengan prinsip manajemen
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pemerintahan yang baik guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat serta memperkuat daya saing
daerah [39]. Pembangunan ibu kota
Provinsi Papua Barat Daya sebagai upaya
penyiapan infrastruktur  berjalannya
pemerintahan hasil pemekaran wilayah
yang harus memperhatikan (a) dampak
nyata pada peningkatan kesejahteraan, (b)
adat istiadat dan kearifan lokal, (c)
ekosistem pertanian, dan (d)
keberpihakan, perlindungan dan
pemberdayaan bagi masyarakat asli Papua
[37]. Proses penataan ruang dalam
pembangunan wilayah berbasis
manajemen DAS yang baik ini selaras
dengan konsep pembangunan yang dianut
masyarakat adat Papua yaitu dengan
memperhatikan aspek ekologis wilayah
berupa kawasan lindung, kawasan
produksi dan kawasan budidaya [42].

Penerapan kebijakan pembangunan kota
berbasis manajemen DAS yang baik sudah
mulai dilakukan di Indonesia ketika
Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun
1620 mulai menjadikan Batavia sebagai
kota pertemuan lalu lintas perdagangan
dengan konsep waterfront city seperti
umumnya kota-kota di Belanda [40].
Konsep pembangunan ini menjadikan DAS
dikembangkan dengan tetap tidak
merusak lingkungannya sehingga sungai
bisa berfungsi sebagai ruang interaksi
publik yang humanis, bersih dan sebagai
kawasan peredam aliran banjir. Sebuah
kondisi yang sangat kontras dengan apa
yang terjadi pada sungai sungai di wilayah
Kota Sorong yang keruh, banyak sampah
dan dangkal karena endapan sedimen
akibat deforestasi di hulu [27], [26], [25].

Perencanaan dan pengelolaan sungai
sebagai wilayah strategis penunjang
kawasan perkotaan harus
mempertimbangkan manfaat yang bisa
diberikan oleh sungai sehingga tercipta
integrasi yang baik antara kawasan
perkotaan dan wilayah sungai yang ada di
dalam kawasan tersebut. Manfaat yang
bisa diberikan sungai kepada kawasan
perkotaan adalah [40]: sumber air bersih,
sumber oksigen, sarana rekreasi dan

sumber inspirasi bagi masyarakat, tempat
praktikum dan penelitian bagi akademisi,
habitat flora dan fauna  untuk
berkembangbiak, dan alternatif sarana
transportasi kawasan perkotaan di
wilayah pesisir pantai.

Prespektif baru dalam pembangunan
perkotaan harus tetap
mempertimbangkan variabel hidrologi
yaitu limpasan permukaan dan desain
banjir  khususnya  untuk  wilayah
perkotaan yang dilingkupi oleh DAS. Di
kawasan seperti ini, juga penting
mempertimbangkan tingkat urbanisasi
dan rasio ketersediaan ruang terbuka
hijau dalam estimasi desain banjirnya. Hal
ini sebagai penerapan konsep
ekohidrologi dalam desain perkotaan yang
berkelanjutan tanpa harus membatasi
pembangunan perumahan asalkan daerah
resapan banjir, daerah bantaran dan
bentang alami sungai tidak diganggu.
Dengan kondisi itu proses penyimpanan
air hujan bisa dimaksimalkan dan
mencegah bencana banjir, serta kawasan
ini terdorong untuk mempunyai regulasi
ekosistem kota layak huni aman banjir
[14].

Kawasan perkotaan yang mempunyai
permasalah kompleks dalam manajemen
DAS khususnya terkait manajemen sungai
yang buruk oleh pemerintah dan
masyarakat dibagian hulu dihadapkan
pada pengelolaan dampak bencana yang
sangat berat untuk pemerintah dan
masyarakat dibagian hilirnya. Hasil
penelitian di China merumuskan perlunya
biaya kompensasi ekologis yang wajar
diberikan  oleh  pemerintah  yang
mengelola sungai bagian hilir kepada
pemerintah yang mengelola sungai pada
bagian hulu. Hubungan yang harmonis ini
meningkatkan kinerja pemerintah yang
mengelola sungai bagian hulu untuk
melindungi ekosistem hulu sungai agar
dapat menekan frekuensi bencana banjir
pada bagian hilir. Dan ini merupakan
mekanisme kerjasama jangka panjang
antara stakeholder pengelola sungai
bagian hulu dan hilir untuk melindungi
lingkungan ekologis DAS [36], [57].
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Salah satu manfaat yang bisa ditawarkan
DAS kepada pengembangan wilayah
perkotaan adalah pasokan air bersih, yang
karena hal inilah sering terjadi konflik
kepentingan antara wilayah hulu dan hilir
sungai. Pengembangan kawasan kota di
bagian hulu sungai dengan pembukaan
lahan mempunyai dua dampak dalam
penyediaan air bersih oleh sungai, yaitu
meningkatnya kebutuhan air bersih oleh
penduduk di wilayah hulu, dan
mengurangi ketersediaan pasokan air dari
sungai bagi penduduk kota di wilayah hilir.
Ini menyebabkan konflik kepentingan
dalam urusan pemenuhan air bersih dari
sumber pengelolaan DAS seperti yang
terjadi di wilayah Bekasi [13]. Konflik
kepentingan ini akan semakin menjadi
parah jika di bagian hulu sungai sendiri
kualitas air sungainya memburuk karena
deforestasi dan aktifitas masyarakat yang
abai terhadap perlindungan ekologis
daerah aliran sungai, seperti yang
dihadapi saat ini oleh Kota Sorong sebagai
ibu kota Provinsi Papua Barat Daya [27],
[26], [25]. Berkurangnya kualitas air
sebagai  akibat dari  peningkatan
permukaan yang kedap air dan
berkurangnya vegetasi alami, perubahan
siklus hidrologi, polusi sumber air
permukaan dan air tanah merupakan
dampak dari pembukaan lahan untuk
memenuhi kebutuhan ruang baru bagi
bertambahnya penduduk di sebuah
perkotaan [51].

Dari sisi ketersediaan air, terjadi riak
fluktuasi yang besar di Indonesia bahwa
ketika musim hujan Kketersediaannya
sangat melimpah sampai terjadi bencana
banjir, dan sebaliknya pada musim
kemarau  menyusut  ketersediaanya
sampai pada taraf krisis air. Perlu
manajemen sumber daya air yang baik
dengan selalu melakukan estimasi nilai
manfaat dari pengelolaan tersebut dan
estimasi  kerugian akibat kesalahan
manajemen. Perbandingan nilai manfaat
dan nilai kerugian tersebut merupakan
langkah evaluasi valuasi ekonomi dari
sudut pandang lingkungan hidup. Tapi ada
sebuah kondisi dimana sebenarnya Kkrisis
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air itu tidak selalu terjadi pada musim
kemarau, akan tetapi bisa juga terjadi di
saat musim hujan dimana ketersediaan
pada taraf cukup baik. Krisis air pada
musim penghujan bisa dikarenakan
ekspliotasi berlebihan sehingga pola
konsumsinya melebihi kapasitas yang
tersedia, atau air yang berlebih di musim
hujan menyebabkan banjir sehingga air
yang tersedia keruh dan tidak bisa
dimanfaatkan dan merusak infrastruktur
pengendali air [10]. Krisis air pada musim
penghujan sebagaimana penjelasan ini,
sesuai dengan apa yang terjadi di Kota
Sorong saat puncak musim penghujan,
artinya Kkrisis air dengan kualitas baik
untuk dikonsumsi dan peningkatan
kebutuhan air untuk membersihkan
lumpur tebal yang menutup infrastruktur
pemukiman dan jalan pasca kejadian
banjir pada beberapa wilayah DAS yang
melewati pusat kota [27], [26]. Dari hasil
penelitian pada salah satu DAS yang sangat
problematik di Kota Sorong yaitu DAS
Klagison didapatkan nilai kerusakan dan
kerugian akibat banjir pada tahun 2016
sebesar 12,6 milyar. Jika penanganan
kesalahan manajemen DAS Klagison
bagian hulu ini tidak tepat maka estimasi
kerugian 5 tahun selanjutnya adalah 13,71
milyar setiap tahunnya [1]. Selain itu juga,
kondisi DAS akan semakin kritis dimana
diawali dengan manajemen yang salah
menyebabkan erosi lahan khususnya pada
hulu DAS sehingga lahan menjadi kritis
[53]. Manajemen DAS di bagian hulu erat
kaitannya dengan manajemen bentang
alam, yaitu menjaga vegetasi (pepohonan)
dari deforestasi, menjaga tanah dari
peningkatan kepadatannya, dan menjaga
bentang lahan dari perubahan ekstrim
akibat aktivitas manusia. Kegagalan
manajemen bentang alam pada bagian
hulu DAS berkonsekuensi pada
meningkatnya aliran permukaan karena
kemampuan lahan untuk menjaga laju
infiltrasinya menurun [18].

Dengan memperhatikan tinjauan literatur
di atas, maka arah pembahasan paper ini
adalah analisa pola pembangunan ibu kota
Provinsi Papua Barat yang berbasis



Jurnal Konstruksia | Volume 15 Nomer 2 | [Hendrik-Achmad-Marina_juli] 2024

manajemen DAS yang baik. Pembukaan
areal baru untuk kepentingan penyiapan
infrastruktur ibu kota provinsi dan
dampak urbanisasi secara pasti akan
meningkatkan potensi degradasi
ekosistem di hulu sungai yang juga
meningkatkan jumlah limpasan
permukaan. Untuk mengantisipasi
bencana banjir maka pembangunan
wilayah berbasis DAS memerlukan:

a. Penerapan konsep pembangunan kota
yang berkelanjutan, yang mencakup
dua sistem yaitu (a) SUDS (Sustainable
Urban Drainage System) di DAS
perkotaan dengan dukungan
infratruktur sistem drainase yang baik
[25], dan (b) SUSM (Sustainable Urban
Stormwater  Management) dengan
menerapkan konsep LID (low Impact
Development) dan WSUD (Water
Sensitive Urban Design). Dalam konsep
ini, pembangunan kawasan dilakukan
dengan menekan jumlah wilayah kedap
air dan memperbanyak wilayah dengan
desain permukaan lahannya
mempunyai kemampuan menangkap,
menahan, meresapkan curah hujan dan
mendorong evapotranspirasi yang baik
[5].

b. Manajemen kebencanaan DAS [16]
dengan dukungan kebijakan anggaran
yang jelas [20] untuk memastikan
keselamatan masyarakat dari bencana.

c. Kerjasama lintas wilayah administrasi
[18] dan kerjasama kompensasi
ekologis [36], [57].

d. Kearifan lokal dan partisipasi aktif
masyarakat adat [29], serta edukasi
agar mereka  bijaksana  dalam
pemanfaatan sumber daya alam [18]

3. METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kota Sorong
sebagai pusat pemerintahan Provinsi
Papua Barat Daya. Kaitannya dengan
pembangunan ibu kota Provinsi Papua
Barat Daya berbasis manajemen DAS yang
baik, maka gambar dibawah ini memberi
penjelasan secara visual mengenai sungai

sungai yang ada di wilayah studi. Jika
dihitung dari hilirnya, maka ada 11 DAS
yang bermuara di wilayah pesisir perairan
Kota Sorong.

Akan tetapi jika dilihat dari hulunya, ada 3
dari 11 DAS tersebut hulunya ada di
wilayah Kabupaten Sorong, yaitu DAS
Klafma, DAS Wermon dan DAS Mariat.
Pada Gambar 1 nampak kotak berwarna
merah, merupakan rencana lokasi pusat
pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
Dari ke 11 DAS tersebut yang selama ini
mempunyai tingkat kerawanan bencana
banjir pada wilayah DAS-nya adalah DAS
Klagison, DAS Klawoguk, DAS Remu, dan
DAS Klasaman [27], [26], [4], [2], [48],
[25].

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif yang melakukan analisa dari
data dan fakta lapangan terkait aspek
manajemen DAS di ibu kota Provinsi
Papua Barat Daya saat ini.

Penelitian terdahulu yang telah penulis
publikasikan menjadi gambaran eksisting
manajemen DAS di wilayah ini, selanjutnya
dilakukan analisa deskriptif dengan
mempertimbangkan hasil riset sejenis
lainnya (review literatur), regulasi dan
praktek baik manajemen DAS yang baik di
wilayah lain.

Penelitian ini bertujuan untuk
menghasilkan rekomendasi pola
pembangunan ibu kota Provinsi Papua
Barat yang berbasis manajemen DAS yang
baik.
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Gambar 1. Lokasi Penelitian

Data

Sumber data berasal dari (a) data
karakteristik 11 (sebelas) DAS yang
diteliti, (b) dokumentasi dari media online
dan youtube terkait kejadian bencana alam
yang terjadi di wilayah DAS yang diteliti
dalam periode 10 tahun terakhir, (c) hasil-
hasil riset yang telah terpublikasi terkait
kondisi eksisting DAS yang ada di lokasi
penelitian, (d) regulasi pembangunan kota
berbasis manajemen DAS dari stakeholder
terkait, (e) praktik baik pembangunan
kota berbasis manajemen DAS.

Teknik analisa data

Analisis data menggunakan metode
kualitatif melalui detail tahapan sebagai
berikut [52] : (a) menginterpretasi data
mentah untuk selanjutnya dikelompokan
berdasarkan tema, sumber dan jenis data,
(b) setiap kelompok data direview

menggunakan teori/regulasi/hasil riset
terkait, (c) hasil review data dilakukan
analisis deskripsi untuk menyusun
keterkaitan antar tema dan menjawab
tujuan  penelitian, (d) menyusun
kesimpulan dan rekomendasi. Maka
selanjutnya alur pembahasan pada paper
ini adalah mencakup deskripsi tentang
bagaimana pola pembangunan Kota
Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua
Barat Daya berbasis manajemen DAS yang
terdiri dari (a) kondisi saat ini dari sungai
sungai  diwilayah  penelitian, (b)
penerapan konsep sustainable urban
drainage system dan sustainable urban
stormwater management, (c) manajemen
kebencanaan, (d) kerjasama antar wilayah
hulu dan hilir DAS, (e) kearifan lokal dan
partisipasi masyarakat adat.

4. HASIL PENELITIAN
Kondisi 11 (sebelas) DAS yang diteliti

Sebelum menganalisa pola pembangunan
wilayah ibu kota Provinsi Papua Barat
Daya yang berbasis manajemen DAS yang
baik, tentu kita harus mengetahui dulu
dari data dan hasil penelitian sebelumnya
terkait karakteristik DAS di daerah yang
diteliti. Sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya (Gambar 1) bahwa ada 11
(sebelas) DAS yang berada di wilayah Kota
Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua
Barat Daya. Dari Gambar 1, semua data
luasanya masuk dalam kategori small
watershed [55], [8]. Tabel 1 dan Tabel 2
menjelaskan karakteristik DAS dan pola
kerawanan di lokasi studi.

Tabel 1. Karakteristik DAS di Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya (Kondisi Saat Ini)

Nama DAS Tekstur Tanah Infiltrasi Dasar Kategori Laju Potensi Bencana
Dominan 23 cm/jam 23 Infiltrasi 45 Banjir pada DAS
6
Rufei 1 clay loam 0.01-6.45 very slow - potensi kecil
moderately rapid
Rufei 2 clay loam 0.19-19.35 slow - rapid potensi kecil
Boswesen loam 0.05-27.46 very slow - very potensi kecil

rapid
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Pasar Baru clay 1.67 - 34.78 moderately slow - cukup rawan
very rapid
Remu clay loam 0.03-7.04 very slow - rawan
moderately rapid
Klagison sandy loam 0.07 -15.91 very slow - rapid sangat rawan
Klawoguk loam 0.80 - 8.48 very slow - rawan
moderately rapid
Klasaman clay loam 0.42 - 4.86 moderately slow - rawan
moderate
Klafma loam 0.05-13.21 very slow - rapid cukup rawan
Wermon clay loam 0.11-2.88 slow - moderate cukup rawan
Mariat clay loam 0.06 - 16.40 very slow - rapid cukup rawan

Sumber: 1 Gambar 1; 2 [30]; 3 [29]; 4 [35] ; 5 [28] ; dan 6 [27], [26], [2], [48], [25], [34], [22]

Tabel 2. Potensi Kerawanan Bencana DAS di Wilayah Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya

Uraian

Sumber dan Link Fakta Lapangan

Hasil Penelitian tentang kerawanan bencana
dan dampaknya pada wilayah DAS di ibu kota
Provinsi Papua Barat Daya

5]7] [26], [25], [41], [22], [34], [15], [31], [48], [2], [4],

Bencana banjir dan longsor di wilayah DAS
(2022)

https://www.youtube.com/watch?v=Xt]bMDgDiKY
https://www.youtube.com/watch?v=AupoBsRWgLc
https://www.youtube.com/watch?v=5dPac6-YWB4
https://www.youtube.com/watch?v=NFEAHbYamWY

https://www.youtube.com/watch?v=LEtTj_r9BKQ

Banjir di wilayah DAS (2020)

https://www.youtube.com/watch?v=]Ka8]TqJu2A

Banjir di wilayah DAS (2019)

https://www.youtube.com/watch?v=kCE-ikKG-8A

Degradasi lingkungan di hulu DAS

https://www.youtube.com/watch?v=zVTI3HZUk3s
https://www.youtube.com/watch?v=NpwXCDqGmaU

Banjir di kawasan DAS yang dekat dengan
rencana kantor gubernur Provinsi Papua Barat
Daya

https://www.youtube.com/watch?v=_KRo0Z]0_zM
https://www.youtube.com/watch?v=ZelfIL80e70

Skala prioritas manajemen DAS

Dari Tabel 1 dan Tabel 2, maka dapat
diklasifikasikan skala prioritas
manajemen DAS di wilayah ibu kota
Provinsi Papua Barat dalam rangka
menyusun pola pembangunan kota yang
berkelanjutan berbasis DAS :

1. Skala prioritas I : DAS Klagison

2. Skala prioritas II : DAS Remu, DAS
Klawoguk dan DAS Klasaman

3. Skala prioritas Il : DAS Pasar Baru,
DAS Klafma, DAS Wermon, DAS Mariat

4. Skala prioritas IV : DAS Rufei 1, DAS
Rufei 2, dan DAS Boswesen

5. PEMBAHASAN
Penerapan SUDS dan konsep SUSM

Beberapa strategi SUDS (Sustainable
Urban Drainage System) yang layak
dijadikan alternatif dalam pembangunan
kota berbasis DAS adalah rain garden,
permeable paving, storage tank dan green
roof dengan mempertimbangkan jenis
tanah, permukaan dan kemiringan air
tanah, tata guna lahan, ekologis dan
karakter sosial ekonomi masyarakat [23],
yang bisa diadaptasikan pada rencana tata
ruang ibu kota Provinsi Papua Barat Daya
dalam rangka mengelola DAS dan
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meminimalkan banjir. Rain garden
dirancang sebagai area untuk
mengumpulkan air hujan yang mengalir
dari atap rumah kemudian
meresapkannya ke dalam tanah. Fungsi
lainnya adalah mengisi ulang air tanah dan
secara alami menyaring polutan, menjaga
lingkungan, dan menambah cantik tempat
tinggal [38]. Green roof merupakan suatu
konsep konstruksi pada atap yang
ditambahkan layer-layer yang
memungkinkan untuk ditanami vegetasi.
Green roof memiliki manfaat yang bersifat
berkelanjutan bagi lingkungan yaitu
meningkatkan kualitas udara dan air,
menjadi area resapan air hujan,
menyejukkan suhu ruangan,
meningkatkan bangunan ekologi,
mengurangi biaya pemeliharaan atap dan
awet jika konstruksi dilakukan dengan
benar [56]. Hasil penelitian tentang green
roof menunjukkan keuntungan hidrologi
perkotaan dan pengelolaan air hujan,
berfokus pada kemampuannya untuk
meminimalkan risiko banjir dengan
mengurangi limpasan air [47]. Sedangkan
storage tank lebih berfungsi untuk proses
pemanenan air hujan dari atap rumah
yang kemudian disimpan dalam tangki
untuk memenuhi kebutuhan air bersih di
rumah tersebut. Permeable paving atau
tipe trotoar yang dirancang tidak hanya
untuk dilewati pejalan kaki tetapi juga
untuk  mengelola dan meresapkan
limpasan. Konsep desain permeable paving
juga untuk berintegrasi dengan konsep
WSUD (Water Sensitive Urban Design)
yaitu dalam upaya memperbanyak
kawasan yang mempunyai kemampuan
meresapkan air limpasan permukaan [11].
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(d)
Gambar 2. (a) Konsep Rain garden (b)
Green Roof, (c) Storage Tank, (d)
Permeable Paving

Sedangkan integrasi antara instrumen rain
gardens, permeable paving, storage tanks
dan green roofs sebagaimana dapat dilihat
pada Gambar 3 baik untuk kawasan
pemukiman penduduk maupun untuk
kawasan komersial.

Gambar 3. Integrasi Konsep Rain gardens,
Permeable Paving, Storage Tank dan Green
Roofs dalam Alternatif Penerapan SUDS
[38]

Dari proses integrasi instrumen dalam
konsep SUDS diharapkan bisa
meminimaliasi beban infrastruktur sistem
(saluran drainase dan sungai) dalam
mengalirkan limpasan permukaan akibat
hujan. Konsep SUDS ini sejalan dengan
konsep SUSM (yang mencakup LID dan
WSUD), yaitu desain perkotaan dengan
memperbanyak kawasan yang
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mempunyai fungsi ekologis dan sosial
yang baik. Sebuah kota berwawasan
lingkungan akan mempunyai ruang
terbuka hijau yang cukup sehingga
memberi  solusi maksimal dalam
meresapkan air hujan dan menjaga
integrasi alam  dalam  kehidupan
masyarakat kota tersebut [5], [40], [46].

Tabel 3. Potensi Penerapan Strategi SUDS
dan SUSM pada Lokasi Penelitian
Strategi SUDS dan Deskripsi Potensi

SUSM Penerapan
Rain garden Belum semua
masyarakat Kota

Sorong menyisihkan
sebagian lahan di

rumahnya untuk
meresapkan air
hujan, dan juga
kadang karena
sempitnya lahan
rumah dimiliki.

Fungsi rain garden
secara privat seperti
ini bisa digantikan
dengan mendorong
pemerintah Kota
Sorong  mendesain
lebih banyak ruang
terbuka hijau sebagai

fasilitas umum
perkotaan.
Green Roof Sebuah  konstruksi

atap yang belum
diterapkan di Kota
Sorong, sehingga
perlu edukasi dan
bimbingan teknis dari
stakeholder terkait.
Mayoritas penduduk
Kota Sorong
mempunyai storage
tank di rumahnya,
karena pemenuhan
air bersih  belum
maksimal dari
pemerintah.  Curah
hujan tinggi di Kota
Sorong, pemanenan
air hujan dengan
storage tank untuk
skala kebutuhan
rumah, sehingga
masih perlu integrasi
dengan instalasi rain
garden di disetiap

Storage Tank

rumah. Artinya masih

cukup banyak
kelebihan air hujan
dari penerapan

storage tank skala
rumah, yang harus
disolusikan  supaya
tidak membebani
saluran drainase dan
sungai sungai yang
ada di lokasi
penelitian
Penerapan strategi
ini perlu
dimaksimalkan,
karena
kecenderungan
konstruksi  trotoar
dan halaman rumah /
kantor di Kota Sorong
memakai konstruksi
perkerasan beton
atau juga
impermeable paving
Ruang terbuka hijau Strategi ruang publik
yang ramah pejalan seperti ini  akan

Permeable Paving

kaki semakin
mendapatkan
tantangan untuk
diterapkan  karena
masifnya
pembangunan di Kota
Sorong. Perlu
komitmen
pemerintah  untuk
mendesain ruang

publik ini dalam
rangka meringankan
fungsi DAS untuk
mengalirkan
limpasan permukaan
karena sebagian
besarnya sudah
meresap di kawasan
ruang terbuka hijau
ini.

Dari Tabel 3, bisa disimpulkan bahwa
potensi penerapan SUDS dan SUSM di ibu
kota Provinsi Papua Barat Daya dalam
upaya untuk mendukung program tata
ruang kota berbasis manajemen DAS yang
baik mengerucut pada beberapa hal, yaitu:

1. Memperbanyak kawasan rain garden
di ruang publik karena dapat sekaligus
meningkatkan  prosentasi  ruang
terbuka hijau. Untuk strategi storage
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tank tetap akan dipertahankan dan
kemungkinan besar secara mandiri
masyarakat  juga  tetap akan
menggantungkan metode ini untuk
mendapatkan persediaan air sehari-
hari mereka karena wilayah Sorong
termasuk wilayah yang beriklim
sangat basah [21].

2. Akan tetapi khusus untuk wilayah Kota
Sorong di kawasan sepanjang DAS
Klagison harus dipastikan bahwa
terselesaikan dahulu masalah
keruhnya aliran sungai dan genangan
banjir akibat degradasi lingkungan di
bagian hulu [26]. Karena dipastikan
limpasan banjir juga membawa
sedimen yang tinggi kandungan
lumpurnya, sehingga tidak efektif
dengan strategi kawasan resapan
karena pori tanah akan cepat tertutup
oleh butiran sedimen halus yang
terbawa oleh banjir. Ketika pori tanah
sudah tertutup sedimen maka
memperbanyak kawasan rain
garden/ruang terbuka hijau tidak akan
ada manfaatnya karena permukaannya
akan menjadi impermeable.

Manajemen kebencanaan dan
kebijakan anggaran yang jelas

Karena pengelolaan DAS tidak dapat
dilakukan dengan baik tanpa
mempertimbangkan aspek kebencanaan
yaitu potensi ancaman bencana erosi,
longsor dan banjir bandang [16]. Dalam
manajemen kebencanaan, perlu didukung
kebijakan anggaran yang jelas untuk
menangani  wilayah prioritas yang
terdampak paling parah atas kejadian
banjir di DAS perkotaan dan juga
diprioritaskan pada titik infrastruktur
penunjang yang tidak berfungsi dalam
mengurangi risiko yang dihadapi oleh
masyarakat [20].

Dengan memperhatikan data yang tersaji
pada Tabel 2 sebelumnya, maka konsep
pembangunan ibu kota Provinsi Papua
Barat berbasis manajemen DAS yang baik
tidak akan tercapai tanpa diintregrasikan
dengan manajemen kebencanaan. Adapun
dengan memperhatikan Tabel 4, maka
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strategi manajemen bencana untuk

pembangunan ibu kota Provinsi Papua

Barat Daya berbasis manajemen DAS yang

baik adalah :

1. Penerapan konsep kawasan siaga
bencana yaitu dengan mensinergikan
lembaga- lembaga lokal, baik yang
diinisiasi oleh pemerintah, seperti
kampung siaga bencana dan desa
tangguh bencana, maupun lembaga
dari masyarakat sendiri seperti
komunitas peduli bencana [50].

2. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana. Yang dimaksud kegiatan
rehabilitasi untuk saat ini yang paling
penting untuk daerah yang disebut
pada Tabel 4 adalah perbaikan
lingkungan pemukinan dan wilayah
sungai yang terdampak bencana.
Sedangkan kegiatan rekonstruksi yang
paling penting adalah penerapan
rancang bangun infrastruktur yang
tepat dan tahan bencana [50],
khususnya normalisasi fungsi
kuantitas dan kualitas sungai-sungai di
ibu kota Provinsi Papua Barat Daya
yang rawan bencana banjir.

Tabel 4. Strategi Manajemen Bencana
dalam Pembangunan Ibu Kota Provinsi
Papua Barat Daya Berbasis Manajemen

DAS yang Baik
Kawa  Deskrip Status Strategi
san si Kesiapsia Manajeme
Priori  Bencan gaan n Bencana
tas a Bencana
Skala Banjir 1. Penerti
Priorit Bandan Cuku ban
as I g di tan ih dan
DAS kawasa mer%gha da penega
Klagis n hulu . & kan
pi bencana
on [4], dalam hukum
Longsor respektif bagi
di bresp kegiata
infrastruk
kawasa our n
n hulu - tamban
fasilitas .
[2]. elayanan & pasir
Kerugia pbetay ’ ilegal
sosial
n besar ckonomi yang
diderita dan ’ merusa
masyara . ooooog k hulu
kat an [34] & DAS
akibat Klagiso
bencana n
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[1], 2. Rehabil
Penyeba itasi
b banjir dan
karena rekons
degrada truksi
si di pasca
hulu bencan
karena aserta
tamban penera
g pasir pan
[26], kawasa
[15], n siaga
[34] bencan
a [50]
Skala Rawan Rehabilitasi
priorit  banjir di dan
as II: bagian rekonstruk
DAS hilir si pasca
Remu, [48], [3], bencana
DAS [22] serta
Klawo penerapan
guk kawasan
dan siaga
DAS bencana
Klasa [50]
man
Skala Rawan Kurang Kawasan

priorit  banjir di tangguh siaga

as III : bagian menghada Bencana
DAS hilir pibencana [50]
Pasar  [48] dalam

Baru, prespektif

DAS infrastruk

Klafm tur,

a, DAS fasilitas

Werm pelayanan,

on, sosial

DAS ekonomi,

Mariat dan

Skala  Terjadi  kelembaga
priorit genanga an[34]
as IV: n di
DAS beberap
Rufei a titik
1, DAS dikaren
Rufei akan
2, dan belum
DAS optimal
Boswe nya
sen manaje
men
sistem
drainase
sekunde
r

3. Khusus DAS Klagison maka yang paling
utama didahulukan adalah penegakan

hukum bagi kegiatan tambang pasir
ilegal yang merusak hulu DAS Klagison
dan mengakibatkan banjir pada setiap
tahunnya. Perbaikan kawasan hulu
DAS Klagison dengan menormalisasi
fungsinya sebagai kawasan konservasi
dan daerah tangkapan air bagi sungai
adalah lebih penting dari yang paling
penting untuk kebaikan masyarakat
ibu kota Provinsi Papua Barat Daya.
Karena DAS Klagison ini alur
sungainya melewati fasilitas-fasilitas
publik penting dari pemukiman,
perkantoran, sekolah, tempat ibadah,
dan bermuara di wujung runway
bandara [27], [26], [25]. Penegakan
hukum oleh aparat sudah pernah
dilakukan oleh tim gabungan KPK,
Balai Gakkum LHK Wilayah Maluku-
Papua dan Pemda pada bulan
September 2022
(https://www.youtube.com/watch?v=
fm]7byQyi_M), akan tetapi perlu upaya
lebih lagi untuk memperbaiki
kerusakan ekologis hulu DAS Klagison.
Hal ini  dikarenakan  aktifitas
pengambilan pasir di hulu DAS
Klagison masih berlangsung sampai
saat ini, dan dampak Kkerusakan
lingkungannya masih menyebabkan
volume limpasan dari hulu sungai yang
besar sehingga banjir masih sering
terjadi di sepanjang aliran Sungai
Klagison ini.

Kerjasama wilayah hulu dan hilir DAS

Kerjasama lintas wilayah administrasi
dikarenakan pembangunan perkotaan itu
mempunyai sistem mengacu pada batas
wilayah administrasi sedangkan
manajemen DAS itu harus terintegrasi dari
hulu sampai hilir. Artinya integrasi antara
konsep pembangunan perkotaan dan
konsep manajemen DAS itu butuh
dukungan dari semua pihak, karena harus
menyatukan dua batasan yang berbeda.
Manajemen DAS meliputi kegiatan
konservasi lahan, pengembangan sumber
air, menjaga fungsi hutan dalam upaya
perlindungan tanah dan air [18].
Kerjasama kompensasi ekologis antara
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stakeholder/masyarakat daerah hulu dan
daerah hilir sungai, bisa dijadikan solusi
atas permasalahan anggaran dalam
manajemen DAS khususnya di bagian hulu
[36], [57].

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,
Pemerintah Kota Sorong sebagai ibukota
provinsi dan Pemerintah Kabupaten
Sorong sebagai daerah hulu Sungai
Klafma, Wermon dan Mariat harus
membangun sinergi manajemen DAS yang
baik. Bentuk Kkerjasama bisa berupa
sharing anggaran program normalisasi
sungai, penguatan kelembagaan
manajemen sungai dan relalisasi konsep
kompensasi ekologis.

Kearifan lokal dan
masyarakat adat
Kearifan lokal dan partisipasi aktif
masyarakat adat Kkhususnya dalam
mengelola wilayah hulu 11 (sebelas)
sungai yang berada di ibu kota Provinsi
Papua Barat Daya. Kearifan lokal dan
partisipasi masyarakat yang tinggal di
hulu sungai dalam mengelola sungai sudah
ada sejak dulu, akan tetapi yang tidak
kalah penting adalah partisipasi aktif
masyarakat juga membutuhkan edukasi
agar mereka bijaksana dalam
pemanfaatan sumber daya alam [18].
Masyarakat juga harus rutin diedukasi
untuk tidak membuang sampah di saluran
atau sungai, karena dari hasil penelitian di
DAS Klagison ditemukan sampah-sampah
plastik  yang  menimbun  saluran
pembuangan air yang menyebabkab air
meluap ke jalan raya bahkan merendam
rumah masyarakat [15].

partisipasi

Hasil dari kegiatan sosialisasi dan diselingi
dengan wawancara kepada masyarakat di
hulu DAS Klagison diketahui bahwa
dikarenakan masyarakat dan pemilik
penambangan menggunakan lahan
disekitar galian C yang awalnya berupa
hutan yang seharusnya dimanfaatkan
untuk daerah konservasi tanah dan air.
Kurang adanya partisipasi masyarakat
antara lain disebabkan ketidaktahuan dari
masyarakat itu sendiri tentang apa yang
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harus mereka lakukan dalam masalah
konservasi serta masyarakat tidak
dilibatkan dalam pengambilan keputusan
atau kurang adanya komunikasi antara
pihak pemerintah dan masyarakat [31].
Untuk masyarakat terdampak bencana
banjir DAS Klagison yang mengalami
bencana banjir setiap tahun, telah
dilakukan proses advokasi dari Yayasan
Peduli Lingkungan Kota Sorong. Selain
berisi edukasi untuk menjaga kawasan
hulu sebagai wilayah konservasi dan tidak
membuang sampah ke sungai, juga
dilakukan  rapat  koordinasi  yang
melibatkan elemen masyarakat dan
pemerintah dalam membahas
permasalahan lingkungan akibat
penambangan di hulu DAS Klagison [19].

Proses sosialisasi, edukasi dan pelibatan
masyarakat dalam  mencari  solusi
mengelola dampak Kkerusakan ekologis
hulu DAS Klagison sebagai wilayah paling
problematik di ibu kota Provinsi Papua
Barat Daya ini patut diapresiasi dan dijaga
keberlanjutannya. Akan tetapi proses ini
belum cukup signifikan menjadi triger
untuk mengembalikan fungsi konservasi
wilayah hulu DAS Klagison, walaupun
sudah sempat ditangani oleh aparat
penegak hukum pada tahun 2022. Disadari
bahwa perlu usaha bersama oleh semua
pihak melalui partisipasi aktif masyarakat
bersama dengan unsur pemerintah untuk
bersama-sama mengembalikan fungsi
konservasi wilayah hulu DAS Klagison.

Masyarakat adat Papua mempunyai
kearifan lokal yang mendukung fungsi
konservasi vegetasi, tanah dan air dalam
pola pemanfaatan lahan dalam sistem
perladangan berpindah yang dianut secara
turun temurun. Disamping itu peran
pemimpin dalam kelembagaan adat Papua
juga perlu diperhitungkan sebagai tokoh
yang dipatuhi masyarakatnya dan dapat
dijadikan Kkatalisator dalam perubahan
[12]. Didalam sistem masyarakat adat
Papua, pengelolaan wilayah adat
khususnya wilayah hutan yang merupakan
daerah tangkapan air/hulu DAS terbagi
dalam hak wulayat masyarakat adat.
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Walaupun demikian tetap diperlukan
regulasi dari pemerintah yang mengatur
pengelolaan hutan tersebut termasuk
pengelolaan yang berbasis kearifan lokal
masyarakat adat dalam rangka menekan
eksploitasi  hutan/hulu  DAS  tidak
dilakukan secara tidak terkendali [43].

Dengan mempertimbangkan kondisi sosial
masyarakat di lokasi penelitian, maka
direkomendasikan  beberapa strategi
untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dan mempertahankan
kearifan lokal dalam pembangunan Ibu
Kota Provinsi Papua Barat Daya berbasis
manajemen DAS yang baik, sebagaimana

lingkungan dan
menjaga fungsi
konservasi dari
wilayah sungai.

Penguatan kembali
fungsi komunitas

pecinta sungai Kota
Sorong yang didirikan
pada tahun 2021
dibawah binaan
Kementerian PUPR
[49], Kkarena setelah

dilaunching belum
terlihat kiprahnya.
Penguatan kembali

Srikandi Sungai Papua
Barat yang didirikan

seperti kompensasi
ekologis yang telah
dilakukan di Cina
[36], [57], dan ini
sebaiknya
difasilitasi serta
dibawah
tanggungjawab
pemerintah daerah.

dijelaskan pada Tabel 5.

Tabel 5. Strategi Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat dan Mempertahankan
Kearifan Lokal dalam Pembangunan Ibu
Kota Provinsi Papua Barat Daya Berbasis

Manajemen DAS yang Baik

Strategi yang
direkomendasikan

Dukungan
Pemerintah

Larangan membuang
sampah khususnya di
saluran drainase dan
sepanjang aliran
sungai. Paradigma
masyarakat masih
harus terus diedukasi
untuk tidak
menjadikan sungai
sebagai tempat sampah
besar dan tempat
membuang limbah.

Untuk mewujudkan
tata kota dengan
sungai yang bersih,
maka pemerintah
daerah selayaknya
harus menyediakan
fasilitas umum
kontainer sampah
dalam jumlah yang

memadai dan
penegakan regulasi
tentang  sampah.
Karena faktanya
jumlah fasilitas
umum  kontainer
sampah di Kota
Sorong masih
sangat kurang
sehingga
masyarakat

menjadi membuang
sampah
sembarangan,
termasuk di sungai
[32],]17],133], [45]

Melibatkan tokoh
masyarakat Khususnya
pimpinan lembaga adat

dalam mengeduksi
masyarakat baik dalam
menjaga  kebersihan

Pemberian insentif
kepada elemen
masyarakat pecinta
sungai dan elemen
masyarakat  adat.
Konsepnya bisa

pada tahun 2017
dibawah binaan PSW
UGM dan Kementerian

P3A [54], karena
setelah di Iaunching
belum terlihat
kiprahnya

6. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan hasil analisa
karakteristik terhadap 11 DAS di ibu kota
Provinsi Papua Barat Daya maka DAS
Klagison masuk dalam skala prioritas
penanganan karena mempunyai potensi
kerawanan bencana paling besar.
Perbaikan kawasan hulu DAS Klagison
dengan menormalisasi fungsinya sebagai
kawasan  konservasi dan  daerah
tangkapan air bagi sungai adalah lebih
penting dari yang paling penting untuk
kebaikan masyarakat ibu kota Provinsi
Papua Barat Daya. Karena DAS Klagison
ini alur sungainya melewati fasilitas-
fasilitas publik penting dari pemukiman,
perkantoran, sekolah, tempat ibadah, dan
bermuara di ujung runway bandara serta
setiap tahun terjadi bencana banjir di
sepanjang aliran sungainya.
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